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ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakaeryercita-cita perjuangan
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangun@natadntuk itu diperlukan
pembinaan secara terus menerus demi kelangsundiap, fpertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental, dan sosial serta perlindungan didridsegala kemungkinan yang akan
membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Balbagai hal upaya pembinaan dan
perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasatiramantangan dalam masyarakat dan
kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dahgdn anak, bahkan lebih dari itu
terdapat anak yang melakukan perbuatan melangganhuanpa mengenal status sosial dan
ekonomi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nom@ Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salabagpéin akhir dari sistem peradilan
pidana terpadu(Integreted Criminal Justice Systemjang juga meliputi lembaga
pamasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dardikehadembaga pemasyarakatan dan
lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan dprhamtrapidana dan anak didik
pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatu#m hekum. Adapun permasalahannya
adalah bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk ipean terhadap anak pidana
berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Ta9@fh Tentang Pemasyarakatan yang
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kel& Thnjung Pati, apa saja kendala-
kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Amd&sKl B Tanjung Pati dalam
pelaksanaan pembinaan anak pidana, bagaimana peaglaggulangan yang dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas Il B Tanjungddaim pelaksanaan pembinaan anak
pidana. Dalam penulisan ini, penulis menggunakatodee penelitian yuridis sosiologis,
sedangkan data yang digunakan adalah data primer ddéa sekunder serta teknik
pengumpulan data berupa studi lapangan yakni waarartdan studi kepustakaan. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa pola atau beparkbinaan tersebut dilaksanakan tanpa
perbedaan atau penggolongan seperti yang yangpsrdalam Pasal 20 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimamdbipaan terhadap anak pidana
yang dilakukan adalah pembinaan berdasarkan pearbinamnum vyaitu pembinaan
kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diharapkampu mengubah tingkah laku
dan menimbulkan kesadaran bagi anak yang melakiitkdak pidana. Dan kendala dalam
permasalahan ini adalah kurangnya sarana dan anasadurangnya kuantitas petugas dan
kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, kurapgnyatian instansi terkait dalam
pembinaan, dan minimnya anggaran dana pembinasm geaya dalam penanggulangan
permasalahan adalah peningkatan sarana dan prasaraningkatkan kuantitas dan kualitas
kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan, adakyagdn dan bantuan dari instansi
terkait, penambahan relokasi anggaran dana. Imaratkan dapat mencapai pembinaan
pemasyarakatan yang berdaya guna, berdasarkamyzadplingkup pembinaan.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakaerp®e cita-cita perjuangan
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunanata®alam rangka mewujudkan
sumber daya manusia Indonesia yang berkualitasydanpu memimpin serta memelihara
kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negaeau&e Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar &N&ggoublik Indonesia Tahun 1945,
diperlukan pembinaan secara terus menerus demngslagan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial serta ghrhigan diri dari segala kemungkinan yang
akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dak ssering kita jumpai adanya
bentuk penyimpangan sikap perilaku dikalangan ayaalg dapatisebabkan oleh berbagai
faktor antara lain adanyaengaruh dari nilai-nilai dalam masyarakat, palar pnereka yang
masih labil, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yapgt,carus globalisasi
dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan iimmgetahuan dan teknologi, serta perubahan
gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah memipanwbahan sosial dalam kehidupan
masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aigetilaku anak.

Namun dalam kenyataannya, perhatian terhadap @nialgkali terabaikan oleh orang
tua, masyarakat maupun pemerintah. Masalah analggh@ sepele bahkan dipandang
sebelah mata karena subjek yang dihadapi hanyataargy anak kecil. Padahal sebenarnya,
perhatian terhadap anak sejak dini sangat mempamgaasa depannya di kemudian hari.

Menurut Prof. Dr. Emeliana Krisnawati, SH. ,M.Si mgampulkan secara singkat
“bahwa pembinaan anak dalam arti luas meliputi pgrah perlindungan, kesempatan,

bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembaagjadi orang dewasa Indonesia yang



mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volyadresar demi tercapainya tujuan
bangsa Indonesid.”

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindutgsebut, dihadapkan pada
permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dang<kddang dijumpai penyimpangan
perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itwldpat anak yang melakukan perbuatan
yang melanggar hukum, tanpa mengenal status steiaékonomi. Perbuatan seperti inilah
yang disebut sebagai kejahatan anak, dinyatakamadeimstilah Juvenile delinquency
Menurut Kartini Kartono, yang dikatakaluvenile delinquencadalah perilaku jahat atau
kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupadjala gakit (patologi) secara sosial
pada anak-anak dan remaja yang disebabkan olet Beatuk pengabaian sosial, sehingga
mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkatyang menyimpang.

Perilaku buruk anak ini bisa jadi merupakan ceanikelalaian dan ketidakmampuan
orang tua dalam mendidik anak, serta salah satupalammegatif yang timbul dari
perkembangan masyarakat yaitu semakin maraknyaktiipidana yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat. Apabila diamati pelaku tindalapa bukan hanya dilakukan oleh orang
dewasa saja, bahkan anak-anak juga ada yang mepgdaku tindak pidana. Hal ini
dikemukakan sehubungan dengan maraknya tindak gigiamg selalu menduduki peringkat
teratas dari waktu kewaktu. Seperti halnya padag&t#lan Negeri Kelas | B Bukittinggi
terdapat banyaknya kasus tindak pidana, dimana gaa$g menjadi pelaku tindak pidana
pada tahun 2009-20f0Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pigang telah
mendapatkan putusan pengadilan maka anak tersatermpdtkan kedalam lembaga

pemasyarakatan anak untuk dilakukan pembinaan.

! Emeliana Krisnawati, 2008spek Hukum Perlindungan AnaBV. Utomo: Bandung, him. 12.
2 Kartini Kartono, 1998Patologi Sosial dan Kenakalan Remapl. Raja Grafindo Grafika: Jakarta, him. 6.

% Observasi Penulis Di Pengadilan Negeri Kelas IUgiflinggi, Pada Tanggal 09 Desember 2010.



Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahuf951 Tentang
Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan salabagpéin akhir dari sistem peradilan
pidana terpadu(integreted Criminal Justice Systemjang juga meliputi lembaga
pamasyarakatan anak, dimana sasaran akhir dardikehdembaga pemasyarakatan dan
lembaga pemasyarakatan anak adalah pembinaan dprhaatapidana dan anak didik
pemasyarakatan dengan tujuan pemulihan kesatutn betkum. Pembinaan anak pelaku
tindak pidana adalah suatu bentuk pelayanan petakerimelalui sistem pembinaan
berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tah@f Téntang Pemasyarakatan, yang
dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persapad@kuan dan pelayanan,
pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat daartatmat manusia, kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan tefgaminnya hak untuk tetap
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertent

Khusus mengenai pembinaan anak didik pemasyaragatantergolong Anak Pidana
telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nom@r Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan atedupindak pidana dilakukan atas
dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidang dijatuhkan, jenis kejahatan dan
kriteria lainnya yang sesuai dengan kebutuhan@gkembangan pembinaan.

Namun dalam kenyataannya, untuk melaksanakan pearbidan memberikan
perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindd&npi berdasarkan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakaaaih mangat problematis, dimana
persoalan rill yang dihadapi adalah pertentangaena@an prinsip-prinsip yang terkandung
di dalam konvensi hak anak, diantaranya adalalsiprikepentingan yang terbaik bagi anak
haruslah menjadi pertimbangan utarbast interests of the chil&jlimana bisa dibuktikan

dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan anak, Kesak dan lingkungan pembinaan

* Ima Susilowati, 199%onvensi Hak AnalSahabat Remaja: Yogyakarta, him. 5.



yang kurang mencerminkawtiild enjoy full right” masih sangat menonjol serta pembinaan
yang hanya menekankan pada jenis kelamin, lamaaidan jenis kejahatannya s3ja.

Maka untuk itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan porau
perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai setknperan orang tua sendiri serta
peranan anak juga diperlukan karena apabila adak berperan aktif maka pembinaan anak
tidak dapat berhasil dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarikk melakukan suatu penelitian

mengenai bagaimana penerapan metode pembinaamapriamak sebagai pelaku tindak

pidana dengan judul“IMPLEMENTASI PEMBINAAN ANAK PIDANA
BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN

1995 TENTANG PEMASYARAKATAN?”

B. Perumusan Masalah
Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi paasalah-masalah yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi bentuk-bentuk pembinaarhadap anak pidana
berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Ta@@h Tentang Pemasyarakatan
yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan AnaksKeB Tanjung Pati?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bemakatan Anak Kelas Il B
Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembinaan anakgidan

3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukanlL&etbaga Pemasyarakatan Anak

Kelas Il B Tanjung Pati dalam pelaksanaan pembiaaak pidana?

C. Tujuan Penelitian

® Observasi Penulis Di Lembaga Pemasyarakatan Amd#sKIB Tanjung Pati, Pada Tanggal 09 Desember
2010.



Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah:

. Untuk mengetahui implementasi bentuk-bentuk pendrinderhadap anak pidana
berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Ta#@h Tentang Pemasyarakatan
yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan AnaksKeB Tanjung Pati.

. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendadag y dihadapi Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas Il B Tanjung Pati dalaetaksanaan pembinaan anak
pidana

. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangag ge#akukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas Il B Tanjung Pati dalaetaksanaan pembinaan anak

pidana.

. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat pagiembangan ilmu
pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalapehahganan dan pembinaan
anak pidana yang telah melalui penyelesaian sidangadilan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini akan memberikanfasrdiantaranya:
a. Bagi Anak
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi anaaghdn tujuan agar anak
menjadi jera dan tidak melakukan tindak pidana thgngan tidak mengganggu
psikologi anak.

b. Bagi Pemerintah dan Para Penegak Hukum



Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan sarttaat dalam pembinaan
berdasarkan usia terhadap anak pidana agar anak kiambali berperan aktif
dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini akan dapat memberikan suatu pengatakentang psikologi anak
pidana sehingga masyarakat mampu menerima kemlakréadaan anak di

lingkungan masyarakat.

E. Kerangka Teoristis dan Konseptual
1. Kerangka Teoristis
Dalam bahasa Belanda istilah dari tindak pidanahdisjuga dengafStraf
baarfeit”. Menurut pandangan pakar hukum terhadap pengetitak pidana
adalah:

a. Vos, mengatakanStraf baarfeit merupakan kelakuan manusia yang diancam
pidana oleh peraturn perundang-undangan, jadi skatakuan yang pada
umumnya diancam dengan undang-undang.

b. Barda Nawawi Arief, mengatakan:

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau taelekukan sesuatu yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sepagaiatan yang dilarang
dan diancam dengan pidaha.
Berkaitan dengan pembinaan terhadap anak pelakiektipidana, ada
berbagai teori motivasi telah berkembang sehinggaempatkan motivasi sebagai

determinan penting bagi keberhasilan suatu pembigaag dilaksanakan oleh baik

® Bambang Poernomo, 1988sas-Asas Hukum Pidan@halia Indonesia: Jakarta, him. 19.
" Barda Nawawi Arief, 200Bunga Rampai Kebijakan Hukum PidarT. Citra Aditya Bakti: Bandung, him.
81.



seseorang maupun kelompok/organisasi manapun jBghwa cara untuk
mempelajari motivasi didasarkan atas tiga pendakgdu:
a. Teori KepuasaifContent Theories)

Yakni memusatkan perhatian ke dalam diri seoranggai® penekanan pada

faktor-faktor kebutuhan yang akan memotivasi ortangebut.
b. Teori Prose¢Process Theories)

Yakni menguraikan dan menganalisis bagaimana gariigarahkan, digerakkan,

didukung dan atau dihentikan.
c. Teori PenguatafReinforcement Theories)

Yakni menekankan pada aspek perilaku dari sudutyybeih mekanis dalam

mempelajari kebiasaan dengan dorongan eksternahtanal®

Bila dikaitkan pemberian motivasi dengan peranam@rtua, maka motivasi
harus diberikan orang tua terhadap anaknya yarapgedengikuti proses pembinaan
pada Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah membdokamgan agar anak mampu
memotivasi diri sendiri untuk mengembangkan kepmidoa dan kemandirian sehingga
tujuan pembinaan dapat terwujud. Dimana tujuan pesam adalah agar anak didik
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan trdakgulangi tindak pidana.
Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dbhgem Pemasyarakatan

Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembiebagasmana disebutkan dalam
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentanafyarakatan yaitu:
a. Asas Pengayoman

Bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyanakai@ah dalam rangka

melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangitigdak pidana oleh warga

8 Www.google.comTeori Pembinaan Anak Didik PemasyarakatBiakses pada tanggal 29 Desember 2010.




binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekatikgan kepada warga
binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yangredj dalam masyarakat.

. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat petlalara pelayanan yang

sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa mekabentfangnya.

. Asas Pendidikan

Bahwa didalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaanagyarakatan
mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkarcaBila, antara lain
dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampiéandidikan kerohanian dan

kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya Aa&ssinayg.

. Asas Pembinaan

Bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Parakatan juga mendapat
pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Panadesigan menanamkan
jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kentdra

. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakesd@agai manusia dengan
menghormati harkat dan martabatnya.

Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Peraterita

Bahwa warga binaan permasyarakatan harus beradalaldim Lembaga
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesitksan/penetapan hakim.
Maksud dari penempatan itu adalah untuk membe®rkpatan kepada negara
guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan penasnaSelama dalam
Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyardktpnmemperoleh hak-
haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia,dsiagan kata lain hak-hak

perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperperawatan kesehatan, makan,



minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilatghraga, atau rekreasi.
Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar kieten undang-undang, seperti
dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi @éadn satu-satunya dikenakan
kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-oramgniu

Bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap atkdek dan dikenalkan

dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkanndasiarakat. Untuk itu anak
pidana harus tetap dapat berhubungan dengan mkatlyadalam bentuk

kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyaraklaaranggota masyarakat
yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama saltebdteluarga seperti

program cuti mengunjungi keluarga.

2. Kerangka Konseptual
Guna lebih jelas dan terarahnya penulisan karyaahimni, maka penulis
memberikan suatu gambaran kerangka konseptual umekumuskan makna
diantaranya:
a. Implementasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di artdemgan implementasi
adalah suatu pelaksanaan dan atau penerapan.
Dalam kamus Webster, pengertian Implementasi diskaru secara singkat, yaitu
menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, meninalouliklampak/berakibat
sesuatu. Implementasi atau pelaksaanaan adalalesprostuk memastikan

terlaksananya suatu kebijakan tersébut.

® Www.google.comPengertian Implementasijakses pada tanggal 24 Desember 2010.




b. Pembinaan Anak
Pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang djaetign terarah agar anak
Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadigodawasa yang mampu dan
mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujgarbpngunan nasional.
Sebagaimana dijelaskan oleh Emeliana Krisnawatgera pembinaan, yaitu:
"Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberiparlindungan,
kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonssikembang menjadi

orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkangatinggi mutu dan
volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa&sia’>’

c. Pengertian Anak dan Anak Pidana
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang NomoiT&3un 2002 Tentang
Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa "Anak adalsésseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalamlukgan”. Sedangkan
pengertian Anak Pidana menurut Pasal 1 butir 8frautundang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskavalbdnak Pidana adalah
anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjgatdna di Lembaga
Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumutel8gan belas) tahun”.

d. Undang-Undang
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang di arikanmgan Undang-undang
adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peratnegara yang dibuat oleh
pemerintah (menteri, badan eksekutif dan sebaggimysahkan oleh parlemen
(Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif dan geimgya), ditandatangani oleh
kepala negara (presiden, raja), dan mempunyai kakugang mengikat; aturan-

aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang asaku

10 Emeliana Krisnawatl,oc. Cit.



e. Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Hal995 Tentang
Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan "Lenf®emgasyarakatan adalah
suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidtem anak didik

pemasyarakatan”.

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan Masalah

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan metodedglkatan yuridis sosiologis

yang dilakukan dengan mempelajari dan menganaletis primer yakni data yang

diperoleh dari lapangan, disamping itu juga penoiempelajari dan menelaah asas
hukum, kaidah hukum dan peraturan hukum yang kbdkmgan mendasarkan pada
bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Ptmdeka digunakan untuk
mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengasalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitiayang dilakukan dengan
menggambarkan dan menguraikan objek penelitianmagamalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsungadahgan melalui wawancara
dengan responden yaitu petugas lembaga pemasyaraiabk Tanjung Pati
terkait dengan penanggulangan dan pembinaan arddktpidana.

b. Data Sekunder yaitu data yang bersifat dan merupl&han-bahan hukum yang

terdiri dari:



1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat, seperti

Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudenmgadiaya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang KesegdmeAnak;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukuma\P#&tana,

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemdstarg

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadiiak;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perligannak.

g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang &wi\hak Anak;

h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Norivb 02-Pk. 04.
10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidarat@ahMenteri
Kehakiman Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekabepenjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancanganngrgiadang, literatur
atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitargyterdiri dari buku-buku,
dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya darid@an praktisi hukum serta
tulisan-tulisan para pakar.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mekdempetunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baHanmhsekunder, seperti
kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam peaelithukum ini,
dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulans#diagai berikut:
a. Penelitian KepustakaaifLibrary Research)yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengkampulata-data yang



berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakakdkan studi dokumen. Studi
dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data damgacari landasan teoritis
dari permasalahan yang diteliti dengan mempeldgkumen-dokumen dan data
yang berkaitan dengan objek yang diteliti yakniadalhal ini adalah tindakan
menyangkut pembinaan terhadap anak sebagai péhalak tpidana.

b. Penelitian Lapangan(Field Research)yakni penelitian yang dilakukan di
lapangan tempat dilakukannya penelitian, yaitu Lagab Pemasyarakatan
Tanjung Pati, diantaranya: Wawancara yang beradlogl atau tanya jawab
langsung antara penulis dengan beberapa oranguadspgakni petugas Lembaga
Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati dan beberapa @daka. Wawancara ini
dilakukan dengan teknik wawancara semi terstrwaitu dengan membuat daftar
pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancarah bolenambah atau
mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pas@aahayang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian didkahgan prosesditing dengan arti

memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan.dtageditingini dilakukan untuk

meneliti kembali dan memerlukan pengecekan terhabagil penelitian yang
dilakukan sehingga akan tersusun dan diperolelu s@simpulan.

b. Analisis Data
Analisis data yang akan digunakan adalah kualitgaiftu uraian terhadap data
dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undardgmn pendapat para ahli

kemudian dipaparkan dengan kalimat.

G. Sistematika Penulisan



Sistematika penulisan daripada penelitian ini dda&bagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai lataaka#lg penelitian, perumusan
masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yahkgn dilakukan, manfaat penelitian
yang akan diperoleh, landasan teori dan konsepteipde apa yang akan digunakan

dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teorengapat para ahli yang ada
hubungannya dengan masalah yang akan ditelitiatdar mengenai Pengertian Anak,
Prisip Perlindungan Anak, Hak-hak Anak Menurut Reen Perundang-undangan, Hak-
hak Anak Pidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Aedg Pengertian, Arti, Fungsi
dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Anak serta Mstede dan Proses Pembinaan
Anak di Lembaga Pemasyarakatan dan serta PrinsapiRaan Pemasyarakatan.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan anstiga berdasarkan bahan hukum dan
data yang diperoleh yaitu bagaimana tujuan dan aaanpembinaan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana, apakah bentuk-bemenkbinaan terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana dan bagaimana pelaksanaargiya apa saja kendala-kendala
dalam pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak npiddan bagaimana
penanggulangannya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan ansiiga berdasarkan bahan hukum dan

data yang diperoleh yaitu bagaimana implementastukepembinaan terhadap anak



pidana berdasarkan pasal 20 Undang-Undang NomorTdRBun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, serta apa saja kendala-kendalan gedlaksanaan pembinaan anak

pidana dan bagaimana penanggulangannya serta mkagdjeberapa saran-saran.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukdrethbaga Pemasyarakatan Anak

Kelas Il B Tanjung Pati dan analisa yang telah psmakukan terhadap Implementasi bentuk

pembinaan anak pidana berdasarkan Pasal 20 Undaohgag Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan, maka penulis mengamhigakin sebagai berikut:

1. Dalam prakteknya, bentuk pembinaan terhadap andknpi yang dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Tanjungdektiah pembinaan secara umum
yakni pembinaan yang dilakukan sama untuk setiag prdana yang berada di Lembaga
Pemasyarakatan tanpa adanya penggolongan terep#ttisyang diatur dalam Pasal 20
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemdasyam yakni penggolongan
yang berdasarkan usia, jenis kelamin, lamanya npadana, jenis kejahatan yang
dilakukan serta kriteria lain yang sesuai dengdukéan. Hal tersebut dipengaruhi oleh
keterbatasan fasilitas dan petugas serta sumbexr oenusia yang tidak memadai.
Adapun pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga$3arakatan Anak Kelas Il B
Tanjung Pati dilakukan dalam 2 bentuk pembinaatuypeémbinaan kepribadian yang
meliputi pembinaan agama, pendidikan, olahragaada@sn hukum/disiplin, pembinaan
mengintegrasikan diri dengan masyarakat serta iéhabsosial. Yang mana diharapkan
mampu untuk memberikan kesadaran dan motivasi kepadk untuk dapat menyadari
kesalahan yang dilakukannya serta meningkatkaridepannya. Sedangkan pembinaan
kedua adalah pembinaan kemandirian yang meliputibpgaan minat dan bakat yang
diharapkan mampu untuk mengasah potensi-potengi giamiliki oleh anak agar potensi
yang dimilikinya tidak terhambat dan dimaksudkagajuuntuk mampu berkarya baik

didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun setelahisel@sjalani masa pidana



. Kendala-kendala yang menjadi faktor penghambatndgambinaan anak pidana yang
didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12unTah995 Tentang
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak KeBRsTanjung Pati adalah
karena terbatasnya sarana dan prasarana, kurakgagétas petugas dan kemampuan
petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya perhd#éeninstansi terkait dalam
menunjang program pembinaan serta minimnya anggkaa pembinaan.

. Untuk menanggulangi kendala-kendala yang timbulamalmelaksanakan program
pembinaan maka dibutuhkan peningkatan sarana @sarnana, menambah kuantitas dan
meningkatkan kualitas kemampuan petugas lembagag@makatan, adanya dukungan
dan bantuan dari intansi terkait, dan menambalkaslcanggaran dana serta partisipasi

dari masyarakat.

. Saran

Saran dari penulis yakni sebagai berikut:

. Dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak yaegjalani pidana hilang
kemerdekaan ini seharusnya menjadi perhatian spennerintah dan perlu diatur dalam
suatu peraturan perundang- undangan khusus adhrjédds dan terperinci. Misalnya,
untuk anak-anak yang dilatarbelakangi oleh perbeds, jenis kelamin, lama pidana,
jenis pidana dan kriteria lain yang sesuai dengabutuhan dapat dirancang sebuah
konsep pembinaan yang sesuai dengan karakteriatik kébutuhan mereka sebagai
seorang anak. Jadi mereka mempunyai pola pembigang berbeda untuk setiap
perbedaan yang melatarbelakanginya.

. Secara internal agar Menteri Hukum Dan Hak Asasild&a meningkatkan kuantitas dan
kualitas petugas, meningkatkan sarana dan prasaeatea menambah alokasi anggaran

pembinaan terhadap anak pidana.



3. Secara eksternal diharapkan dapat mengadakan d&egagang lebih efektif dengan
lembaga terkait dalam permasalahan anak, sepenangehan bantuan psikolog,
pendidik, dari instansi yang berada Kabupaten Litnluh Kota dan Provinsi Sumatera
Barat serta perorangan yang mempunyai minat darkasedtinggi dalam masalah

permasalahan anak sehingga mencapai tujuan yarggrdian.
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